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SALINAN

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah, setiap Pemerintah Daerah
harus menyusun Road Map Reformasi Birokrasi:

b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah yang
baik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, perlu
dilakukan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024,

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25),
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578):

. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025:

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322):

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum
Reformasi Birokrasi:

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012

tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi:

|

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Road Map
Reformasi Birokrasi 2015-20 19 Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
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Menetapkan :

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157):

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN
2020 — 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kampar.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Kampar.
Bupati adalah Bupati Kampar.
Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala
Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah yangmenjadi Kewenangan Daerah.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Intern

pemerintah dilingkungan pemerintah Kabupaten
Kampar.
Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kampar yang selanjutnya disingkat RPJMD
adalah Dokumen Perencana Pembangunan Daerah
untuk priode 5 (lima) tahun kedepan.
Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang
Birokrasi dari tingkat tertinggi hingga rerendah dan
melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah
bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir
diluar kebiasaan yang ada , perubahan paradigma dan

3.

4

5.

6.

7.

dengan upaya luar biasa.
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BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI, CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REORMASI

BIROKRASI
BAB III : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
BAB IV : SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI

BIROKRASI 2020-2024
BAB V : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

2020-2024
BAB V : PENUTUP

(3) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah Tahun 2020-2024.

BAB IV

. KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI KAMPAR,

ttd
—

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 2 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
PALA BAGIAN HUKUM
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